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~ PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG
BAGI PELAKU USAHA [ KOTA PADANG
Skripst 51 Oleh Benaldi - Pembimbing Fefmzal Nordin SHMH. dan Gusmenarh 59 MH

D Indnacsia saar ini Merek Dagang dustur eleh UL No, 15 Tahun 2001 dan PP No. 23 Tahun 1993,
Namon dalam prokteknya belum semus pengusaha mendafiarkan Merek Degangnye Beherap:
permasalahan yang ditelili, yanu - persyvaratan 2pa saja vang harus dipenuhi oleh pelaky vsaha dalam
mendafterkan Merek Daganpnye di Keia Padang, apa unteng rugl bagh pemegane Merek Dagang yang
telah terdaftar dibanding yang belum didafiarkan, dan bagaimimna peranon Kanwil Departemen Hukum
dan HAM dulam meningkatkan jumizh pendafiasan merek dagang di kata Padang. Metods yang
digerakan penulis edalah yuridis sesiologis, yakni dengan cara mempelajar dan memahami serma
huhumn yang berlaky sesta melihat kenyztazn dalam masvaraket Hasil penelitian dapet disimpulken
hahwa, persyaratan yang hans dipenshi oleh pelaku ussha dalam mendafterkan Merck Dagangva di |
{ Kola Padang antora lain mengist formubr, melampirkan sura: pernystaan, salingn resmi akte peadicien |
!haﬂz:! hukum, etiker merek, [otokopt KT, bukn proritas asli dan tegemahannye dalam Dahasa
'Indonesta, bukti pembavaren biava permohonon, biava den wpah  jalan pemriman dokumen
{ Pendallaran Merek Dagang lebih menjanpiken keontungan. Departemen Hokum dan HAM memegany
| peranan yeng sangst penting dalam mesingkakan jumlah pendafiaran merek dagang di kota padang

| : el

Skripsi telah dipertahankas i depos sidang penguji dan dikatakan lulus pada tangoal 18
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BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak Milik Intelektual atau Hak Atss Kekayvaan Intelektual (fnrefectual
FPraperyy Right) pada hakekamya adalah pengakuan dan penghargasn pada
seseorang atan badan hukum alss invensi atay penciptaan karva intelekiual
mercka dengan membenkan hak-hak khusus mereka baik bersifat nasional
maupun mlernasional dan bersifat ekonomis, Hak Atas Kekayasn Intelekrual,
yang selanjutnya disebul dengan HAK] pada intinya terdiri dari beberapa jenis
yang secara konvensional terdini dari dua kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Right)
dan Hak Atas Kekayaan Industri (fnduserial Property Right), vang meliputi Paten
(Parenr), Merck (Trademarks), Desain Industri (Dredustrial Design), Rahasia
Dagang (Trade Secref) dan Desain Tata Letak Sickuit Terpadu (fneergrated
Circrdt Layour Desigm).!

Kemajuan teknologi informasi dan transportast yang sangat pesat, juga
mendorong globalisasi HAKI Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sahari-hari,
suatu barang ataw jasa vang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat
berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain, Kehadiran barang atau jasa yang
dalam proses produksinya telah menggunakan HAKI, dengan demikian juga telah
menghadirkan HAKI pada saat yang sama kelika bamng atan jasa vang

bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi HAKI dengan demikian

* Suvudmargeno, Amir Angkasa, “Komersialisael Aser Intelekmal Azpak Hukum  Bisnis",
PT . Grasindo, Jakarda, 2002, Him 16,




juga wmbub bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atas jasy
sebapai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari
kemungkinan pemalsuan atau dani persaingan vang tidsk wajar (curang), jusa
berarti untuk melindungi HAK] yang digunakan pada atan untuk memproduksi
barang atau jasa tadi. HAKI tersebut tidak terkecuali bagi merek.* Kondisi ini juga
sangat dirasakan oleh Bangsa Indonesia ketiks barang stan jasa mercke
memerlukan perlindungan dari sepi merck.

13 Indonesia saat ini Merek Dagang diatur oleh Undang-Undang Na, 15
tahun 2000 Tentang Merck, yang disebut dengan UUM 200] dan tata cara
pendaftarannya diatur pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1993 Tentang
Tata Cars Permintazan Pendafiaran Merek. Undang-undang Merek Indoncsiz
mengatur lentang jenis-jenis merek yang terdici dan Merck Dagang, Merek Jasa,
dan Merek Kolektif, Merek Dapang adalah merek vang digunakan pada barang
vang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang sccara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau
merek itu didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UL Merek
Indonesia, yakni firse ro file principle, bukan st come atau first o, berdasarkan
kepada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merck maka dia
harus melakukan pendafiaran atas merck yang bersanghkutan.”

Suatu merek yang telah didaflarkan dan telah memenuhi persyaratan

subslantil dan adminisiratif. maka pihak vane meneaiukan DECTNONGIAN et

Budi Agus Riswandi. M.Svamsudine “Retavaan felekoed dan Budava Fukeen™, BT Huia
: Cirafinde, Takarts, Hlm 82
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akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukli hak atas merek. TTak atas merek
sendiri diartikan sebagai hak cksklusif vang diberikan oleh negara kepada pemilik
merck yang terdaftar dalam Daltar Umuom Merek untuk janpka wakte terlentu
dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan pada orang lain
untuk mengpunakannya.” Kalau hak atas merck telah dipegang, make menurut
sistem hukum merek Indonesia pihak pemepang merck tersebut akan mendapat
perlindungan hukum, aninya apabila terjadi pelanpparan atas merek pihak
pemegang merek, maks pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan
terhadap pibak lain yang melakukan pelanpgaran hak atas merek. Gupatan ini
ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua pembuatan yang
berkaitan dengan penpgunaan merek tersebut. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan
Miaga.”

Pendaftaran merek merupakan salzh satu upaya vang dapat dilakukan apar
pemegang  merek  mendapat  perlindungan  hukum, karena  dalam  sistem
pendaflaran secara konstitulif pendafiaranlah vang menciptakan hak atas merek,
stapa vang pertama mendafiarkan dialab vang berhak atas merck dan dialah yang
secara eksklusil dapat memakai merek terschut. Meskipun diketahui bahwa
pentingnya  pendallarsn merek  bagi pengusaha  dalam  rngka mencepah
persaingan usaha yang tidak sehal terutama dalam perdagangan global sant ini,
namun masih banyak pengusaha yang engpan untuk mendaftarkan merek
dagangnyva. Walaupum pepgaturan tentang merek sudah secara lepas diztur oleh

negara dalam suatu perundang-undangan, vaitu Undang-Undang Wo. 15 Tahun

? Ihid, Hlm 56
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001 dan PP No.23 Tabun 1993, akan tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang
diharapkan, terutama dalam hal pendaftaran merek belum semua pengusaha mau
mendaftarkan merek degangnya dengan beragam alasan vang dikemukakan, Hal
im tdak ferkecoali dengan  pengussha-pengusaba di Kots Padang. Dalam
kenyataannya i kKota Padang meskipun para pengusaha vang menjalankan
usahanya dalam memproduksi prodek dagangnya baik itu produksi olghan
makanan maupun kerajinan sudah dapat dikatakan mempunyai pasaran vang luas
akan tetapi masih banvak dari mereka vang belum mendaftarkan merek
dagangnya,

Drengan latar belakang tersebut penulis ingin meninjau dan membahasnya
dlalam sknpst ind yaitu “Pelaksanaan Pendaftaran Merck Dagang Ragi Pelaku

Usaha Di Kota Padang™.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadar bahwa karva tulis ini
mempunyal bermacam-macam masaleh dengan ruang lingkup yang luas, Olch
sehab ity penulis berusaba untuk membatasi ruang lingkup pembahasannya, vany
mana harus disesvaikan dengan kemampuan dan keterbatasan ilmu penulis, agar
skripsi ini dapat mencapai titik ssseran yang penting sehubungan dengan
Judulnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang akan penulis uraikan nantinva maka dapat

dilihat hal-hal yang menjadi pokeok pembahasannya diantaranya -
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. Persvaralan apa saja vang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam

mendaftarkan Merck Daganpnya di Kota Padang 7

. Apa untung rugi bagl pemepang Merek Dagang yvang telah terdafiar

dibanding yang belum didaftarkan ?
Bagaimana peranan Departemen Hukum dan HAM dalam meningkatkan

jumlah pendaliaran Merek Dagang di Kota Padang?

. Tujuan Penelitian

Adapun yang merupakan tujuan dari penclitian mengenai pentingnya

pendaftaran merek dapang dalam upaya memberikan kepastian hukum, vang

dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah

A. Untuk mengetahui Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku

B.

.

usaha dalam mendafiarkan Merek Dagangnya di Kota Padan £
Untuk mengetahui untung rugi bagi pemegang Merek Dagang vang telah
terdaftar dibanding yang belum didafiarkan.

Untuk mengetahui peranan Departemen Hukum dan HAM meningkatkan

jumlzh pendaftaran Merek Dagang di Kata Padang.

1. Manfaat Penelitian

.

Adapun manfaat dan penelitian yang dilakukan penulis berupa :
Manfaat Teontis
1. Melatih kemampuan untuk melakukan penclitian secarn ilmiah dan

merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan,
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BAR IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan

vang dilakukan di atas dapat disimpulkan ;

il,

Persyaratan - pendafiaran Merek  Daganpg melalui Kantor  Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asai Manusia Sumalers Barat antam lain
mengisi formulir, melampirkan Sural pernyataan atau Surat kuasa khusus,
Salinan resmi akta pendirian badan hukum, 20 { dua puluh } lembar etiket
merek, fotokopi kariu landa  pendwduk. Bukti prioritas asli dan
terjemahannya  dalam  bahasa  Indonesia, bukt  pembayarsn  biaya
permohonan schesar Rp 4300000, biaya pengiriman dokumen schesar
Rp.15.000, dan upah jalan pengirim dokumen sshesar Rp. 100000, Calon
pendafiar Merek Dagang juga dianjurkan untuk melakukan proses intis
sebelum  mendafizrkan mereknya dengan biave schesar Fp.125.000,
ditambah. biaya pengiriman dokumen sebesar Rp.15.000, dan Upah jalan
pengiom dokumen sebesar Rp 10,000,

Feuntungan dari Merck Dagang vang terdafiar antara lain, Mengangkat
profit dan  pilal-pilai yang laionys, pemilik Merek Dapang  dapat
menerapkan harga premium terhadap produknya, Memiliki perlindungan
hukum alas produknya agar tidak bisa ditiru oleh pihak lain, Mendapat hak

pakal dan hak jual Merek Dagangnye kepada pihak lain dengan cars
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pemberian lisensi. Kerugian vang didapat dard penclaflaran merck in
adalah pendafiar harus mengeluarkan binys pendalinran serta proses
pendaliaran merek yang berbeli-belit dan memakan wakiu yung lama,
Keuntungan yang didapat penilik Merck Dagang vang belum terdaftar
adalah mereka tidak perlu mengeluarkan biava pendafiarn yang cikup
mahal, dan tidak harus menjalani proses pendaftaran merek vang berbelil-
belit dan memakan waktu yane lama. Kerugian yang diderita pemilik
Merek Dapang yang belum terdaflar antara lain tidak  memiliki
perlindungan hukum atas produknya, tidak bisa mempertzhankan hak-
haknya, tidak bisa menjual Merck Dagangnya kepada pibak lain dengan
carg pemberian lisensi, fidak memiliki kekuatan i pengadilan atau di mata
hukum.

Kantor Wilayvah Departemen Hukum dan Hak Asal Manusia Sumatera
Barat memiliki peran yang sanzal penting dalam meningkatkan jumlah
pendaftaran merek dagang di Kot Padanp. Usaha-usaha vang dilakukan
diantaranvs  dengan mengadaken sosialisasi secara langsung  berupa
scminar dan juga  mensosializssikan  sccara tidak langsung  sepertd
melakukan wawancara dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Padang,
dan program interaktif di Televizsi Republik Indonesia {TVEI} Sumatcra

Barat,
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